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ABSTRACT; Pregnancy due to rape is a complex and sensitive issue in Indonesia, 

involving legal, social, and mental health aspects. Although abortion is generally 

prohibited under Law Number 17 of 2023 concerning Health, there are exceptions 

for cases of pregnancy due to rape. Government Regulation Number 28 of 2024 

stipulates that abortion can be carried out with strict conditions, including medical 

evidence and information from investigators. This study aims to explore the 

evidentiary procedure in cases of pregnancy due to rape as a basis for performing 

a legal abortion. The research method used is normative juridical with a legislative 

and case approach. The results show that although abortion is legally allowed, its 

implementation faces various challenges, such as social stigma, complicated legal 

processes, and limited access to safe health services. This study recommends the 

need to increase access to reproductive health services and the protection of 

women's rights so that victims can undergo the abortion process safely and 

securely. 

Keywords: Abortion, Rape, Pregnancy. 

 

ABSTRAK; Kehamilan akibat perkosaan adalah isu yang kompleks dan sensitif di 

Indonesia, yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan kesehatan mental. Meskipun 

aborsi umumnya dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 

tentang Kesehatan, terdapat pengecualian untuk kasus kehamilan akibat 

pemerkosaan. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 menetapkan bahwa 

aborsi dapat dilakukan dengan syarat ketat, termasuk bukti medis dan keterangan 

dari penyidik. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi prosedur pembuktian 

dalam kasus kehamilan akibat pemerkosaan sebagai dasar untuk melakukan aborsi 

yang sah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan 

pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

meskipun secara hukum aborsi diperbolehkan, implementasinya menghadapi 

berbagai tantangan, seperti stigma sosial, proses hukum yang rumit, dan 

keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan yang aman. Penelitian ini 

merekomendasikan perlunya peningkatan akses layanan kesehatan reproduksi dan 

perlindungan hak-hak perempuan agar korban dapat menjalani proses aborsi 

dengan aman dan terjamin. 

Kata Kunci: Aborsi, Pemerkosaan, Kehamilan. 
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PENDAHULUAN 

Saat ini tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian 

di kalangan masyarakat.1 Perkosaan merupakan suatu bentuk kekerasan seksual yang 

melanggar HAM dan perbuatan yang sangat merendahkan martabat perempuan.2 Di Indonesia, 

aborsi pada umumnya dilarang oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang 

Kesehatan, yang melarang tindakan ini kecuali dalam kondisi tertentu yang sangat terbatas. 

Salah satu pengecualian penting yang diberikan oleh undang-undang ini adalah untuk kasus 

kehamilan yang terjadi akibat pemerkosaan. Dalam hal ini, Peraturan Pemerintah Nomor 28 

Tahun 2024 Pasal 116  memberikan ketentuan bahwa aborsi dapat dilakukan apabila 

kehamilan tersebut terjadi akibat perkosaan.  

Selain undang-undang utama, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan 

peraturan perundang-undangan terkait telah mengatur secara sungguh-sungguh aborsi, baik 

dari segi larangan dan ancaman pidana maupun dalam hal pembatasan mengenai aborsi yang 

sah.3 Pengaturan lebih lanjut mengenai aborsi akibat perkosaan juga terdapat dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Peraturan ini memperjelas 

bahwa tindakan aborsi dalam kasus tersebut bisa dilakukan dengan persyaratan ketat, termasuk 

adanya bukti medis dan surat keterangan dari penyidik untuk mengonfirmasi bahwa kehamilan 

terjadi akibat perkosaan. Proses ini juga mengharuskan adanya konseling pra dan pasca 

tindakan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan 

pertimbangan yang matang serta adanya dukungan psikologis yang memadai bagi korban. 

Langkah ini penting untuk melindungi kondisi mental korban yang sering kali mengalami 

tekanan luar biasa akibat trauma yang dialami.  

Walaupun secara hukum aborsi dalam kasus pemerkosaan diperbolehkan, implementasi 

dari ketentuan ini sering kali menemui berbagai tantangan di lapangan. Salah satu kendala 

utama adalah proses hukum yang panjang dan berbelit, yang membuat korban mengalami 

kesulitan dalam mendapatkan akses layanan aborsi yang aman. Selain itu, stigma sosial yang 

 
1 Wiwik Afifah, Perlindungan hukum bagi perempuan korban perkosaan yang  melakukan aborsi Jurnal Ilmu 

Hukum 9, No. 18 (2013) 
2 Fadli, I. (2022). Legalitas aborsi bagi korban perkosaan (tinjauan menurut hukum positif dan hukum Islam). 

LEXRenaissance 7 No. 3 

  
3 Ristintyawati & Handitya, B. (2022). Tindakan aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan dan kaitannya 

dengan hak asasi manusia. Rampai Jurnal Hukum 1, No 2 
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masih kuat terhadap aborsi, ditambah dengan pandangan masyarakat yang sering menyalahkan 

korban, turut menjadi penghalang bagi perempuan yang ingin menjalankan haknya. Situasi ini 

sering kali membuat korban enggan mengajukan permohonan aborsi atau bahkan tidak 

menyadari bahwa mereka memiliki hak tersebut. Akibatnya, korban pemerkosaan kerap harus 

menanggung beban fisik dan mental yang semakin berat tanpa dukungan yang memadai dari 

sistem hukum maupun sosial. 

Tidak hanya itu, akses terhadap fasilitas kesehatan yang mampu menyediakan layanan 

aborsi aman masih terbatas di banyak daerah di Indonesia. Keterbatasan fasilitas ini, terutama 

di daerah pedesaan atau wilayah terpencil, menambah lapisan kesulitan bagi korban yang 

membutuhkan layanan aborsi yang sesuai standar kesehatan. Dengan terbatasnya akses ini, 

korban tidak hanya menghadapi tantangan dari segi hukum dan sosial, tetapi juga risiko 

kesehatan yang lebih besar jika harus mencari solusi di luar sistem layanan kesehatan resmi, 

yang sering kali berpotensi membahayakan. 

Berdasarkan tantangan dan hambatan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk 

mengeksplorasi prosedur pembuktian dalam kasus kehamilan akibat pemerkosaan sebagai 

dasar untuk melakukan aborsi yang sah di Indonesia. Pemahaman yang mendalam mengenai 

kerangka hukum yang mengatur prosedur ini, ditambah dengan analisis terhadap kendala-

kendala di lapangan, diharapkan dapat membantu dalam merumuskan solusi yang lebih baik 

bagi korban. Dengan adanya solusi yang lebih tepat, diharapkan hak-hak perempuan dapat 

terlindungi dan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang aman serta terjangkau dapat 

ditingkatkan, demi kepentingan korban serta perlindungan hak-hak perempuan secara umum. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif, yang berfokus pada aspek 

hukum prosedur pembuktian dan regulasi terkait aborsi akibat perkosaan. Penelitian ini 

bertujuan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai 

aborsi yang sah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan 

(statute approach) untuk menganalisis peraturan terkait pembuktian dan aborsi sah di 

Indonesia, serta pendekatan kasus (case approach) untuk melihat penerapan prosedur ini dalam 

kasus nyata yang tercatat dalam putusan pengadilan atau dokumen hukum lainnya. 

Sumber data yang digunakan meliputi data primer seperti peraturan perundang-undangan 

yang relevan, termasuk KUHP, UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, PP No. 28 Tahun 
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2024 tentang pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2023, PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan 

Reproduksi, dan putusan pengadilan terkait. Selain itu, data sekunder diperoleh dari literatur 

seperti buku hukum, artikel jurnal, pendapat para ahli, dan sumber lain yang relevan untuk 

mendukung analisis. 

Pengambilan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), di mana data 

dikumpulkan dengan membaca, mengutip, dan menganalisis peraturan perundang-undangan 

serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan topik pembuktian dalam kasus kehamilan 

akibat pemerkosaan. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif, yang melibatkan 

analisis dan interpretasi data hukum untuk menemukan ketentuan, penerapan, dan tantangan 

dalam pembuktian kehamilan akibat pemerkosaan sebagai dasar aborsi sah. Hasil analisis 

kemudian diinterpretasikan untuk menilai relevansi dan efektivitas prosedur ini dalam konteks 

sistem hukum Indonesia 

HASIL DAN PEMBAHASAN   

Legalitas Aborsi di Indonesia  

Pada faktanya aborsi memang telah menjadi sebuah kontroversi dunia karena pandangan 

agama serta moral dan etika yang seringkali menjadi bahan untuk didebatkan.4 Aborsi di 

Indonesia diizinkan dalam kondisi tertentu, termasuk kehamilan akibat perkosaan. Hal ini 

diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang merupakan pelaksanaan 

dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Menurut PP tersebut, aborsi 

dapat dilakukan jika terdapat bukti bahwa kehamilan disebabkan oleh tindak pidana perkosaan 

atau kekerasan seksual lainnya.  

A. Prosedur Aborsi 

Berdasarkan ahli medis, aborsi terdiri dari dua jenis, pertama: Abortus Spontaneous, 

yakni pengguguran kandungan dilakukan dengan cara ilmiah tanpa ada upaya dari luar maupun 

campur tangan manusia yakni meliputi abortion spontaneous (pengguguran secara tak sengaja) 

dan abortion natural (pengguguran kandungan secara alamiah).5 Kedua Abortus Provocatus, 

yakni pengguguran kandungan yang dilakukan dengan sengaja, biasanya disebabkan karena 

 
4 Fatahaya, S., & Agustanti, R. D. (2021). Legalitas aborsi yang dilakukan oleh anak akibat perkosaan inses. 

Jurnal USM Law Review 4 No 2 
5 Mardin, N., Haryanti, T., & Kharismawan, A. (2022). Perbandingan hukum Indonesia dan Malaysia: 

Reformulasi kebijakan aborsi akibat tindak pidana perkosaan di Indonesia. Jurnal Syariah dan Hukum 20 No 2, 

hlm : 369-382 
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kehamilan yang tidak diharapkan. Aborsi kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan 

aman, bermutu, dan bertanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1) PP 

Kesehatan Reproduksi.6 

1. Prosedur Konseling Pra-Tindakan  

Aborsi harus dilakukan setelah melalui konseling pra-tindakan yang bertujuan untuk :  

Melnginvelstigasi kelbultulhan pasieln melmbelrikan informasi telntang hasil pelmelriksaan 

klinis dan pelmelriksaan pelnulnjangmelnjellaskan tahapan tindakan aborsi dan kelmulngkinan elfelk 

samping ataul komplikasinya Melmbantul pasieln melmbulat kelpultulsan selndiri ulntulk mellakulkan 

aborsi ataul melmbatalkan kelinginan ulntulk mellakulkan aborsi seltellah melndapatkan informasi 

melngelnai aborsi Melnilai kelsiapan pasieln ulntulk melnjalani aborsi.  

Proseldulr Konselling Post-Tindakan Sellain itul, konselling pasca-tindakan julga sangat pelnting 

ulntulk: 

Mellakulkan elvalulasi pasca-proseldulr aborsi; Melmbelrikan dulkulngan psikologis kelpada 

pasieln. 

Syarat Pembuktian Kehamilan 

Ulntulk mellakulkan aborsi akibat pelmelrkosaan, telrdapat dula syarat ultama yang haruls 

dipelnulhi, yaitul Sulrat Keltelrangan Doktelr dan Keltelrangan Pelnyidik. Keldula syarat ini sangat 

pelnting ulntulk melmastikan bahwa prosels aborsi dilakulkan selsulai delngan hulkulm yang belrlakul 

dan ulntulk mellindulngi hak-hak pelrelmpulan yang melnjadi korban. 

Surat Keterangan Dokter 

Sulrat keltelrangan dari doktelr adalah dokulmeln relsmi yang melnyatakan ulsia kelhamilan 

selrta kondisi kelselhatan wanita yang hamil. Dokulmeln ini haruls melncantulmkan informasi 

melngelnai: 

Ulsia Kelhamilan: Sulrat keltelrangan haruls melnulnjulkkan delngan jellas belrapa lama 

kelhamilan tellah belrlangsulng, yang biasanya dihitulng dari hari pelrtama haid telrakhir. Ini 

pelnting ulntulk melnelntulkan apakah aborsi dapat dilakulkan selcara lelgal, melngingat ada batasan 

waktul telrtelntul dalam ulndang-ulndang melngelnai kapan aborsi dipelrbolelhkan. 

 
6 Yanti, E. (2020). Kajian yuridis legalisasi aborsi bagi korban tindak pidana pemerkosaan dalam perspektif 

hukum positif. LEX Renaissance 5 No 4 hal: 831-844 
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Kondisi Kelselhatan: Sellain ulsia kelhamilan, doktelr julga haruls melnilai kondisi kelselhatan 

fisik dan melntal wanita. Jika kelhamilan telrselbult belrpotelnsi melmbahayakan kelselhatan ibul, hal 

ini haruls dicantulmkan dalam sulrat keltelrangan. 

Doktelr yang melmbelrikan sulrat keltelrangan haruls melmiliki izin praktik dan belrwelnang 

dalam bidang kelselhatan relprodulksi. Hal ini belrtuljulan ulntulk melmastikan bahwa informasi yang 

dibelrikan adalah akulrat dan dapat dipelrtanggulngjawabkan selcara meldis. 

Keterangan Penyidik 

Keltelrangan dari pelnyidik julga melrulpakan syarat pelnting dalam prosels pelngajulan aborsi 

akibat pelmelrkosaan. Keltelrangan ini belrfulngsi ulntulk melmbulktikan bahwa kelhamilan telrselbult 

adalah hasil dari tindak pidana pelmelrkosaan. Belbelrapa aspelk yang pelrlul dipelrhatikan dalam 

keltelrangan pelnyidik mellipulti: 

Bulkti Tindak Pidana: Pelnyidik haruls melngulmpullkan bulkti-bulkti yang melndulkulng 

adanya dulgaan pelmelrkosaan, selpelrti laporan saksi, barang bulkti, ataul hasil visulm elt relpelrtulm. 

Ini pelnting ulntulk melnulnjulkkan bahwa kelhamilan telrselbult tidak telrjadi selcara sulkarella. 

Prosels Hulkulm: Keltelrangan pelnyidik julga melncakulp informasi melngelnai prosels hulkulm 

yang seldang belrlangsulng telrkait kasuls pelmelrkosaan. Hal ini melmbantul melmastikan bahwa 

korban melndapatkan pelrlindulngan hulkulm dan bahwa pellakul dapat diadili selsulai delngan 

keltelntulan hulkulm yang belrlakul. 

Keldula syarat telrselbult melrulpakan langkah-langkah pelnting dalam prosels pelngajulan 

aborsi bagi korban pelmelrkosaan. Melrelka tidak hanya belrfulngsi selbagai formalitas 

administratif, teltapi julga selbagai pelrlindulngan bagi hak-hak pelrelmpulan selrta selbagai bagian 

dari ulpaya pelnelgakan hulkulm telrhadap pellakul keljahatan selksulal. Delngan melmelnulhi keldula 

syarat ini, diharapkan prosels aborsi dapat dilakulkan delngan aman dan selsulai delngan keltelntulan 

hulkulm yang belrlakul. 

Prosedur Persetujuan  

Aborsi melrulpakan isul yang komplelks dan selringkali kontrovelrsial, telrultama dalam 

kontelks hulkulm dan eltika. Di Indonelsia, proseldulr pelrseltuljulan ulntulk mellakulkan aborsi diatulr 

delngan keltat.  
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Persetujuan Aborsi 

Pelrseltuljulan Pelrelmpulan 

Aborsi haruls melndapatkan pelrseltuljulan dari pelrelmpulan yang belrsangkultan. Ini adalah 

langkah pelnting ulntulk melmastikan bahwa tindakan telrselbult dilakulkan delngan kelsadaran 

pelnulh dan tanpa paksaan. Pelrseltuljulan ini melncelrminkan hak pelrelmpulan atas tulbulhnya selndiri, 

yang melrulpakan prinsip dasar dalam hak asasi manulsia. Dalam kontelks ini, pelrelmpulan haruls 

dibelrikan informasi yang culkulp melngelnai proseldulr, risiko, dan konselkulelnsi dari aborsi agar 

dapat melmbulat kelpultulsan yang telpat. 

Pelrseltuljulan Sulami 

Dalam kondisi normal, pelrseltuljulan sulami julga dipelrlulkan. Hal ini melncelrminkan nilai-

nilai sosial dan buldaya yang ada di masyarakat Indonelsia, di mana pelran sulami selbagai kelpala 

kellularga selring kali dianggap pelnting dalam pelngambilan kelpultulsan telrkait kellularga. Namuln, 

hal ini julga melnimbullkan kritik, telrultama dari pelrspelktif felminis, yang melnelkankan bahwa 

kelpultulsan melngelnai kelhamilan selharulsnya selpelnulhnya belrada di tangan pelrelmpulan. 

Pelngelculalian ulntulk Korban Pelmelrkosaan 

Ulntulk korban pelmelrkosaan, pelrseltuljulan sulami tidak dipelrlulkan. Ini adalah langkah 

pelnting ulntulk mellindulngi hak-hak pelrelmpulan yang tellah melngalami traulma belrat akibat 

kelkelrasan selksulal. Dalam kasuls ini, ulndang-ulndang melmbelrikan rulang bagi pelrelmpulan ulntulk 

melngambil kelpultulsan tanpa haruls melnghadapi telkanan ataul pelnolakan dari pasangan melrelka. 

Melnulrult Ulndang-Ulndang Kelselhatan Nomor 17 Tahuln 2023, aborsi bagi korban pelmelrkosaan 

dapat dilakulkan jika ulsia kelhamilan tidak mellelbihi 14 minggul. 

Pelntingnya Pelrseltuljulan 

Pelrseltuljulan dalam kontelks aborsi sangat pelnting ulntulk belrbagai alasan: 

Kelsadaran Pelnulh: Melmastikan bahwa pelrelmpulan selpelnulhnya melmahami situlasi dan 

konselkulelnsi dari tindakan aborsi. 

Melnghindari Paksaan: Melncelgah tindakan aborsi yang dilakulkan di bawah telkanan ataul 

paksaan dari pihak lain. 

Hak Asasi Manulsia: Melnghormati hak pelrelmpulan atas tulbulh melrelka selndiri dan 

kelpultulsan relprodulksi melrelka. 
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Proseldulr Pellaksanaan Aborsi 

Aborsi tidak hanya melmelrlulkan pelrseltuljulan dari pelrelmpulan dan sulami (kelculali ulntulk 

korban pelmelrkosaan), teltapi julga haruls dilakulkan olelh telnaga meldis yang belrkompelteln dan di 

fasilitas kelselhatan yang melmelnulhi syarat. Hal ini belrtuljulan ulntulk melmastikan bahwa proseldulr 

dilakulkan delngan aman dan selsulai delngan standar meldis. 

Langkah-langkah Ulmulm: 

Konselling Pra-Tindakan: Selbellulm mellakulkan aborsi, pelrelmpulan haruls melnjalani selsi 

konselling ulntulk melmahami selmula aspelk telrkait tindakan telrselbult. Dokulmelntasi Pelrseltuljulan: 

Pelrseltuljulan telrtullis dari pelrelmpulan (dan sulami jika dipelrlulkan) haruls didokulmelntasikan. 

Pellaksanaan olelh Telnaga Meldis: Proseldulr haruls dilakulkan olelh doktelr ataul telnaga meldis 

telrlatih di fasilitas kelselhatan yang selsulai. 

Pellaporan: Seltiap tindakan aborsi haruls dilaporkan kelpada otoritas kelselhatan seltelmpat 

ulntulk melmastikan transparansi dan akulntabilitas. Proseldulr pelrseltuljulan ulntulk aborsi di 

Indonelsia melncelrminkan kelselimbangan antara hak individul dan norma sosial. Melskipuln 

telrdapat kelbultulhan akan pelrseltuljulan sulami dalam banyak kasuls, pelngelculalian bagi korban 

pelmelrkosaan melnulnjulkkan ulpaya ulntulk mellindulngi hak-hak pelrelmpulan dalam situlasi 

elkstrelm. Pelntingnya pelrseltuljulan tidak hanya telrleltak pada aspelk lelgal teltapi julga pada 

pelnghormatan telrhadap martabat dan otonomi pelrelmpulan dalam pelngambilan kelpultulsan 

telrkait kelselhatan relprodulksi melrelka. 

Batas Usia Kehamilan  

Belrdasarkan Pelratulran Pelmelrintah (PP) Nomor 61 Tahuln 2014, aborsi yang 

dipelrbolelhkan ulntulk korban pelrkosaan melmiliki batasan yang keltat, yaitul hanya dapat 

dilakulkan jika ulsia kelhamilan tidak lelbih dari 40 hari seljak hari pelrtama haid telrakhir. 

Kelbijakan ini melncelrminkan ulpaya ulntulk melmbelrikan pelrlindulngan bagi pelrelmpulan yang 

melnjadi korban kelkelrasan selksulal, namuln julga melnimbullkan belrbagai tantangan dan kritik 

telrkait pelnelrapannya. 

Dasar Hulkulm dan Keltelntulan Aborsi 

PP Nomor 61 Tahuln 2014 melngatulr bahwa aborsi dapat dilakulkan dalam dula kondisi 

ultama: indikasi keldarulratan meldis dan kelhamilan akibat pelmelrkosaan. Dalam kontelks 

pelmelrkosaan, batas waktul 40 hari dihitulng dari hari pelrtama haid telrakhir melnjadi syarat yang 

haruls dipelnulhi ulntulk mellakulkan aborsi selcara lelgal. Hal ini diatulr dalam Pasal 31 PP telrselbult, 
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yang melnelgaskan bahwa tindakan aborsi haruls dilakulkan selbellulm kelhamilan melncapai ulsia 

elnam minggul. 

Tantangan Psikologis bagi Korban 

Dalam pelngatulran hulkulm Indonelsia, korban sellalul melnjadi pihak yang paling dirulgikan. 

Salah satul kritik ultama telrhadap batasan waktul ini adalah bahwa banyak korban pelmelrkosaan 

mulngkin tidak selgelra melnyadari kelhamilan melrelka.7 Rata-rata, korban melmelrlulkan waktul 

ulntulk melnghadapi traulma psikologis akibat pelristiwa telrselbult, selhingga melrelka mulngkin barul 

melngeltahuli telntang kelhamilan seltellah mellelwati batas waktul yang ditelntulkan. Melnulrult 

Komnas Pelrelmpulan, banyak korban yang melngalami kelsullitan dalam mellaporkan kasuls 

pelmelrkosaan dan melncari bantulan meldis, selhingga melrelka selring kali telrlambat ulntulk 

melndapatkan aksels kel layanan aborsi yang lelgal. 

Prosels Konselling dan Pelrseltuljulan 

Selbellulm mellakulkan aborsi, korban pelmelrkosaan diwajibkan ulntulk melnjalani prosels 

konselling. Ini belrtuljulan ulntulk melmastikan bahwa melrelka melmahami konselkulelnsi dari 

kelpultulsan telrselbult selrta melndapatkan dulkulngan psikologis. Konselling ini haruls dilakulkan 

olelh telnaga kelselhatan yang belrwelnang dan kompelteln. Sellain itul, pelrseltuljulan dari pelrelmpulan 

hamil ataul kellularganya dipelrlulkan selbellulm tindakan aborsi dapat dilakulkan, melnambah 

lapisan komplelksitas dalam proselsnya. 

Implikasi Sosial dan Hulkulm 

Batasan ulsia kelhamilan yang keltat ini julga melnimbullkan kelkhawatiran di kalangan 

aktivis hak asasi manulsia dan kelselhatan relprodulksi. Melrelka belrpelndapat bahwa kelbijakan ini 

dapat melndorong pelrelmpulan ulntulk melncari meltodel aborsi ilelgal, yang belrpotelnsi 

melmbahayakan kelselhatan melrelka. Sellain itul, ada kelkhawatiran bahwa syarat-syarat yang 

rulmit dapat melnghalangi aksels pelrelmpulan telrhadap layanan kelselhatan yang aman dan lelgal. 

 

Pelrdelbatan di Masyarakat 

 
7 Herman, Abdullah, S. A., Haris, O. K., Handrawan, S., & Hidayat, S., Astuti, W. (2024). Perlindungan hukum 

terhadap korban perkosaan yang melakukan aborsi. Halu Oleo Legal Research 6, Issue 1 
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Pelnelrapan PP Nomor 61 Tahuln 2014 selring kali melnjadi sulbjelk pelrdelbatan di 

masyarakat. Di satul sisi, ada argulmeln bahwa melmbolelhkan aborsi bagi korban pelmelrkosaan 

adalah langkah positif dalam mellindulngi kelselhatan melntal dan fisik melrelka. Namuln, di sisi 

lain, ada kelkhawatiran bahwa kelbijakan ini bisa disalahgulnakan ataul melnjadi alat ulntulk 

mellelgalkan praktik aborsi selcara lelbih lulas. 

Selcara kelsellulrulhan, melskipuln PP Nomor 61 Tahuln 2014 melmbelrikan kelrangka hulkulm 

bagi aborsi akibat pelmelrkosaan, tantangan dalam implelmelntasinya melnulnjulkkan pelrlulnya 

relformasi lelbih lanjult agar kelbijakan ini belnar-belnar elfelktif dalam mellindulngi hak-hak 

pelrelmpulan dan kelselhatan relprodulksi melrelka. 

Tanggung Jawab Tenaga Medis  

Tanggulng jawab telnaga meldis sangat pelnting ulntulk melmastikan bahwa proseldulr 

dilakulkan delngan aman dan selsulai delngan standar yang diteltapkan olelh pelmelrintah. 

Tanggung Jawab Tenaga Medis dalam Tindakan Aborsi 

Kompeltelnsi dan Standar Pellayanan 

Tindakan aborsi haruls dilakulkan olelh telnaga meldis yang belrkompelteln, yaitul doktelr ataul 

telnaga kelselhatan yang melmiliki izin dan pellatihan khulsuls dalam mellakulkan aborsi. Hal ini 

diatulr dalam Pelratulran Pelmelrintah Nomor 61 Tahuln 2014 telntang Kelselhatan Relprodulksi, 

yang melnyatakan bahwa aborsi haruls dilakulkan delngan aman, belrmultul, dan belrtanggulng 

jawab. Telnaga meldis haruls melmatulhi standar pellayanan kelselhatan yang diteltapkan olelh 

Melntelri Kelselhatan ulntulk melnghindari praktik aborsi yang tidak aman dan dapat 

melmbahayakan kelselhatan pelrelmpulan. 

Prosels Konselling Pra dan Pasca Tindakan 

Sebelum melakukan tindakan aborsi, tenaga medis wajib memberikan konseling pra-

tindakan kepada perempuan yang ingin melakukan aborsi. Konseling ini bertujuan untuk: 

Menjajaki kebltuhan perempulan dan memberikan informasi mengenai prosedur aborsi. 

Menjelaskan kemungkinan efek samping atau komplikasi dari tindakan tersebut. 

Membantu perempuan dalam mengambil keputusan untuk melanjutkan atau melmbatalkan 

niatnya mellakulkan aborsi seltellah melndapatkan informasi yang culkulp. Setelah tindakan 

aborsi dilakukan, konseling pasca-tindakan juga sangat pelnting. Tujuan konseling ini adalah 

untuk: Mengobservasi dan mengevaluasi kondisi fisik dan mental pasien setelah tindakan. 
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Menyediakan informasi tentang kondisi kesehatan pasca-aborsi dan pentingnya 

kunjungan ulang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Mendorong penggunaan alat kontrasepsi 

untuk mencegah kehamilan di masa depan. 

Kesehatan Fisik dan Melntal Perempulan 

Kelselhatan fisik dan melntal pelrelmpulan melrulpakan prioritas ultama dalam prosels 

aborsi. Telnaga meldis belrtanggulng jawab ulntulk melmastikan bahwa pelrelmpulan tidak 

hanya melndapatkan tindakan meldis yang telpat teltapi julga dulkulngan psikologis yang 

dipelrlulkan. Konselling pra dan pasca-tindakan melmbantul melngulrangi traulma psikologis 

yang mulngkin dialami olelh pelrelmpulan akibat kelhamilan akibat pelrkosaan. 

Pelntingnya Pellaporan dan Pelngawasan 

Seltiap tindakan aborsi haruls dilaporkan kelpada kelpala dinas kelselhatan seltelmpat ulntulk 

melmastikan transparansi dan pelngawasan telrhadap praktik aborsi. Hal ini pelnting ulntulk 

melncelgah praktik aborsi ilelgal yang dapat melmbahayakan kelselhatan pelrelmpulan. Telnaga 

meldis julga haruls belrkolaborasi delngan pihak belrwelnang ulntulk melmastikan bahwa selmula 

proseldulr dilakulkan selsulai delngan hulkulm yang belrlakul. 

Tanggulng jawab telnaga meldis dalam tindakan aborsi sangat belsar, telrultama dalam 

kontelks kelhamilan akibat pelrkosaan. Delngan melngikulti proseldulr konselling pra dan pasca-

tindakan selrta melmatulhi standar pellayanan kelselhatan, telnaga meldis dapat melmbantul 

melmastikan bahwa pelrelmpulan melnelrima pelrawatan yang aman, belrkulalitas, dan selsulai 

delngan hak-haknya. Hal ini tidak hanya pelnting ulntulk kelselhatan fisik teltapi julga kelseljahtelraan 

melntal pelrelmpulan yang telrlibat. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Pelnellitian ini melnelgaskan bahwa proseldulr pelmbulktian kelhamilan akibat 

pelmelrkosaan selbagai dasar ulntulk mellakulkan aborsi di Indonelsia masih melmiliki 

banyak tantangan. Melskipuln ada landasan hulkulm yang jellas mellaluli Ulndang-Ulndang 

dan Pelratulran Pelmelrintah, pellaksanaannya selring kali telrhambat olelh stigma sosial yang 

kulat dan prosels hulkulm yang panjang. Korban pelmelrkosaan selring kali tidak melnyadari 

hak-hak melrelka ataul melrasa telrtelkan ulntulk tidak melngajulkan pelrmohonan aborsi 

karelna pandangan masyarakat yang melnyalahkan melrelka. Sellain itul, aksels telrhadap 
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fasilitas kelselhatan yang mampul melmbelrikan layanan aborsi aman masih telrbatas, 

telrultama di daelrah peldelsaan. 

Olelh karelna itul, pelnting ulntulk melningkatkan kelsadaran masyarakat melngelnai 

hak-hak pelrelmpulan selrta melmpelrbaiki sistelm hulkulm dan kelselhatan agar lelbih 

relsponsif telrhadap kelbultulhan korban pelmelrkosaan. Delngan adanya dulkulngan yang 

melmadai dari sistelm hulkulm dan sosial, diharapkan korban dapat melnjalani prosels aborsi 

delngan lelbih aman dan tanpa stigma. Pelnellitian ini julga melrelkomelndasikan pelrlulnya 

pellatihan bagi telnaga meldis selrta pelningkatan fasilitas kelselhatan ulntulk melmastikan 

bahwa seltiap tindakan aborsi dilakulkan selsulai delngan standar kelselhatan dan hulkulm 

yang belrlakul 
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